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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan sosial modern menunjukkan bahwa hubungan di luar ikatan 

pernikahan semakin banyak dijalani, terutama oleh kelompok usia muda. 

Hubungan tersebut menghadirkan dinamika yang beragam, sebagian berlangsung 

sehat dan saling mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang disertai dengan bentuk-

bentuk kekerasan berulang.1 Salah satu bentuk yang sering kali kurang mendapat 

perhatian adalah kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini memang tidak menimbulkan 

luka fisik yang kasat mata, tetapi menimbulkan dampak serius, seperti tekanan 

emosional, kecemasan yang berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, bahkan 

trauma yang mengganggu fungsi sosial maupun capaian akademik korban.2 

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, dinamika kasus 

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir 

memperlihatkan perkembangan yang cukup kompleks dan signifikan. 

Perbandingan antara data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perubahan 

pola kejadian serta peningkatan jumlah laporan yang diterima oleh lembaga 

tersebut. Berikut disajikan tabel perbandingan bentuk kekerasan berdasarkan data 

 
1 Ida Ayu Ketut Julya Arcani et al., “Dinamika Psikologis Pada Perempuan Korban 

Kekerasan Dalam Pacaran,” Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 16, no. 2 (2020): 89–101, 
https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17237. 

2 Ike Dwiastuti, “Kecenderungan Depresi Pada Individu Yang Mengalami Kekerasan 
Dalam Pacaran,” PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi) 10, no. 2 SE-Original 
Research (January 12, 2018): 79–90, https://doi.org/10.30587/psikosains.v10i2.231. 
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resmi Komnas Perempuan tahun 2023 dan 2024.3 

Tabel 1.1 Persentase Bentuk Kekerasan Perempuan Berdasarkan Catatan Tahunan 
Komnas Perempuan Tahun 2023 dan 2024 

Bentuk kekerasan 2023 Persentase 2024 Persentase 

Kekerasan Psikis 1.930 28,50% 3.660 35,84% 

Kekerasan Fisik 1.840 27,20% 2.418 23,69% 

Kekerasan Seksual 2.363 34,80% 3.166 31,01% 

Kekerasan Ekonomi 640 9,50% 966 9,46% 

Total 6.773 100% 10.210 100% 
Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 dan 2024 

 
Dari tabel di atas, tampak bahwa kekerasan psikis dan kekerasan seksual 

merupakan dua bentuk kekerasan yang paling dominan dalam kurun waktu dua 

tahun terakhir. Pada tahun 2023 kekerasan seksual menjadi kategori yang paling 

banyak dilaporkan, maka pada tahun 2024 terjadi perubahan tren dengan 

meningkatnya jumlah kasus kekerasan psikis hingga melampaui bentuk kekerasan 

lainnya. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola kekerasan 

terhadap perempuan yang tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh 

ranah psikologis yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata namun memiliki 

dampak yang mendalam. 

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

tidak dapat dipandang hanya dari sisi fisik semata. Kekerasan psikis dan seksual 

membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan mental, rasa aman, serta harga 

diri korban. Oleh karena itu, urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum 

 
3 Wilda, Amananti. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 ‘Momentum 

Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas 
Kekerasan Terhadap Perempuan’” Vol.4, No. (2024): 2. 
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menjadi semakin penting. Negara dan lembaga penegak hukum perlu memastikan 

implementasi regulasi yang berpihak kepada korban, sekaligus menyediakan 

mekanisme pendampingan psikologis yang relevan. Dengan demikian, 

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat terlaksana secara komprehensif 

dan berkeadilan. 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak 

kekerasan seksual pada dasarnya telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), baik dalam versi lama (Wetboek van Strafrecht) maupun 

dalam KUHP yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 

Namun demikian, ketentuan dalam KUHP terbaru masih bersifat umum dan 

terbatas pada tindak pidana kesusilaan yang berwujud fisik. Sebagai contoh, Pasal 

411 KUHP mengatur mengenai perbuatan perzinahan yang menitikberatkan pada 

hubungan seksual di luar perkawinan sebagai pelanggaran terhadap norma 

kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP cenderung memusatkan perhatian 

pada pelanggaran kesusilaan dalam bentuk fisik dan belum memberikan pengaturan 

yang memadai terhadap bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti kekerasan psikis 

atau perilaku bernuansa seksual tanpa kontak tubuh secara langsung.  

 Secara normatif, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai landasan penting 

pembaruan hukum pidana yang mengisi kekosongan pengaturan, khususnya terkait 

tindakan kekerasan yang berlangsung di luar hubungan rumah tangga. Undang-

Undang ini tidak hanya memberikan batasan dan definisi mengenai tindak pidana 
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kekerasan seksual, tetapi juga merumuskan ragam bentuk perbuatan, serta 

menjamin hak-hak korban dan mekanisme pemulihannya. 

Secara normatif, ketentuan mengenai hal tersebut memang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik empiris implementasi 

ketentuan mengenai kekerasan psikis masih menghadapi tantangan tersendiri. 

Kesulitan muncul, antara lain, dalam pembuktian unsur psikis secara sah di hadapan 

hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai tujuan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memastikan perspektif korban tetap 

menjadi pusat sejak tahap penyelidikan, serta menanggulangi stigma sosial yang 

sering membuat korban memilih bertahan dalam hubungan yang merugikan.4 

Sejumlah penelitian mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran menunjukkan 

adanya dampak psikologis maupun sosial yang mendalam terhadap korban. Dalam 

perspektif viktimologi, kekerasan psikis digolongkan sebagai bentuk korban akibat 

tindakan orang lain yang merugikan (victimization) yang tidak menimbulkan luka 

fisik, tetapi berpotensi menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban (secondary 

x) yang lebih efektif dan berpihak pada korban. 

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur 

perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan psikis, sementara 

hubungan di luar pernikahan tidak dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan 

 
4 Zasmita Maulia Sarib Aprianti Lubisa, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi,” 
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 1 SE-Articles (November 
25, 2024): 617–26, https://doi.org/10.62379/f2txg560. 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).5 Dengan demikian, Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen utama untuk 

menjerat pelaku kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan. Tantangan 

utama terletak pada penerapan unsur delik, khususnya dalam membuktikan 

“perbuatan”, “akibat psikis”, hubungan kausal, serta penetapan alat bukti yang 

sesuai dengan karakter kekerasan non-fisik. Alat bukti tersebut dapat berupa catatan 

konseling psikologis, rekam jejak digital, kesaksian lingkungan, maupun asesmen 

forensik masih kurang dipakai secara konsisten di pengadilan.6 Dalam konteks 

penegakan hukum pidana, pendekatan viktimologi penting untuk memastikan 

proses hukum tidak menambah penderitaan korban (secondary victimization), 

sejalan dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

mengenai pendampingan yang berperspektif hak asasi manusia dan responsif 

gender.7 

Dalam perspektif kebijakan pidana, penelitian ini memiliki relevansi hukum 

karena dua hal. Pertama, penelitian mengkaji sejauh mana norma dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup kuat untuk menjangkau 

kasus kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan, suatu ranah yang 

selama ini belum terakomodasi secara jelas dalam praktik hukum. Kedua, penelitian 

mengidentifikasi hambatan empiris dalam penegakan, mulai dari kesulitan 

 
5 Muladi and Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana", Cetakan ke 

(Bandung: Alumni, 2010). 
6 Meri Yantika and Padrisan Jamba, “Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan 

Seksual:  Studi Kasus Di Indonesia,” Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 1 SE-
Articles (February 7, 2025): 5122–42, https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742. 

7 Siti Ismaya et al., "Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", 2024. 
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pembuktian akibat psikis, keterbatasan pemahaman aparat dalam membaca 

dinamika hubungan yang berisiko, hingga kuatnya budaya menyalahkan korban.8  

Bukti empiris yang berkembang menegaskan bahwa kekerasan dalam 

pacaran, termasuk bentuk psikis, bukanlah fenomena marginal, melainkan 

persoalan sosial yang nyata dengan dampak luas terhadap kualitas generasi muda 

serta menambah beban pada layanan sosial dan kesehatan masyarakat.9 Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun dengan tujuan memberikan 

perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui 

serangkaian mekanisme yang mencakup pencegahan, penanganan, penindakan, dan 

perlindungan. Lebih lanjut, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menjamin 

pemenuhan hak-hak korban, menghadirkan kepastian hukum, serta membangun 

sistem peradilan pidana yang berlandaskan perspektif keadilan gender dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Secara yuridis, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

mengatur secara tegas sembilan jenis tindak kekerasan seksual sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 4, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan 

seksual fisik, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan 

perkawinan, (6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) perbudakan 

seksual, dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Regulasi ini memberikan 

landasan hukum untuk menuntut pelaku tanpa bergantung pada status pernikahan 

 
8 Bulqis, “Implementasi UU TPKS Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di 

Lembaga Pendidikan,” NALAR: Journal Of Law and Sharia 3, no. 1 (2025): 30–38, 
https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128. 

9 Muhamad Satria Hady Surya, Muhammad Haikal Ikhwansyah, and Rajendra Gavin 
Armanto, “Kekerasan Fisik Dalam Pacaran Remaja,” Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi 13, no. 1 
(2024): 105–16, https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.69110. 
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antara korban dan pelaku. Dengan demikian, hubungan pacaran sebagai bentuk 

hubungan di luar pernikahan dapat masuk dalam cakupan perlindungan apabila 

terjadi kekerasan psikis yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan secara hukum. 

Pemahaman ini sejalan dengan arah kebijakan perlindungan korban yang disoroti 

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU), yakni bahwa upaya 

pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan harus dilaksanakan secara 

terpadu bersamaan dengan penegakan hukum yang efektif.10 

Sebagian besar kajian yang ada hingga saat ini masih berfokus pada isu 

kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan seksual yang 

bersifat eksplisit. Sementara itu, penelitian mengenai kekerasan psikis yang 

berlangsung terus-menerus dalam hubungan di luar pernikahan masih sangat 

terbatas, khususnya jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual dengan pendekatan normatif sekaligus empiris. Penelitian ini 

berkontribusi mengisi kekosongan tersebut dengan analisis langsung delik psikis 

dalam hubungan di luar pernikahan, menguji efektivitas norma Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta hambatan praktis di lapangan (melalui 

wawancara, studi kasus). Dengan demikian, penelitian ini merumuskan kontribusi 

baru berupa rekomendasi konkret agar sistem hukum pidana dapat lebih responsif 

dalam menghadapi realitas hubungan kontemporer. khususnya terkait perlindungan 

korban kekerasan psikis di luar pernikahan. 

Fenomena kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan tidak hanya 

 
10 Komnas Perempuan, “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian 

Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,” Sustainability (Switzerland) Vol.11 (2025): 
1–14. 
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bersifat teoretis, melainkan nyata terjadi dan membutuhkan perhatian hukum yang 

serius. Salah satu contohnya adalah kasus di Palembang pada tahun 2025, di mana 

seorang pria dilaporkan melakukan pemerasan terhadap pasangannya dengan 

mengancam akan menyebarkan video call seks (VCS) yang pernah mereka lakukan 

bersama. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan psikis dalam konteks 

pacaran, tetapi juga menegaskan adanya unsur paksaan dan ancaman dengan 

muatan seksual. Kasus tersebut relevan dianalisis melalui kerangka Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengingat undang-undang ini 

memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan korban kekerasan seksual, 

termasuk yang terjadi di luar lingkup rumah tangga. 

Kasus ini menjadi contoh nyata yang menggambarkan tantangan dalam 

menegakkan pertanggungjawaban pelaku atas tindak kekerasan psikis yang terjadi 

dalam hubungan di luar pernikahan. Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya 

sistem hukum yang responsif, baik dalam memberikan perlindungan bagi korban 

maupun menjamin kepastian hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini 

menempatkan kasus tersebut sebagai salah satu contoh kasus untuk menganalisis 

bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan psikis dalam hubungan di luar 

pernikahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual.  
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Penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul: 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, serta untuk memastikan penelitian ini memiliki fokus dan arah kajian 

yang jelas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar 

pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ten-

tang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 

b. Apa saja kendala  dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

kekerasan psikis di luar pernikahan dalam perspektif Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 

C. Ruang Lingkup 
Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kekerasan psikis dalam 

hubungan di luar pernikahan, yang dipahami sebagai serangkaian perbuatan non-

fisik seperti ancaman, penghinaan, pengendalian, manipulasi, atau tindakan lain 

yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Fokus analisis diarahkan 

pada pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 

TPKS), dengan pengecualian pada bentuk kekerasan fisik maupun ekonomi, serta 

kekerasan psikis dalam rumah tangga yang telah diatur secara khusus dalam UU 
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PKDRT, kecuali sebatas perbandingan normatif. Dengan pembatasan ini, penelitian 

berupaya menjaga ketajaman analisis agar tidak meluas keluar dari pokok 

permasalahan.         

Substansi penelitian mencakup tinjauan terhadap unsur-unsur tindak pidana 

kekerasan psikis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsep 

pertanggungjawaban pidana pelaku melalui analisis actus reus dan mens rea, 

perlindungan hukum bagi korban, serta hambatan dalam penegakan hukum. 

Hambatan tersebut dianalisis dari aspek normatif berupa keterbatasan pengaturan, 

aspek struktural terkait kendala aparat penegak hukum, dan aspek kultural yang 

merefleksikan stigma masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

normatif-empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, dan putusan pengadilan, serta diperkuat melalui data sekunder, wawancara, 

dan studi kasus. Penelitian ini dibatasi pada konteks hukum Indonesia dengan 

periode sejak berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 

tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan, sehingga hasil kajian diharapkan 

mampu memberikan pemahaman yang aktual, mendalam, dan relevan mengenai 

pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a) Menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kekerasan psikis di luar pernikahan sebagaimana diatur dalam Un-

dang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan mengkaji 

unsur-unsur delik, bentuk pertanggungjawaban, serta sanksi pidana 

yang dapat dikenakan. 
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b) Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik penegakan 

hukum, baik dari sisi normatif, struktural, maupun kultural, sehingga 

dapat menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi korban maupun 

aparat penegak hukum dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya berorientasi pada analisis doktrinal, tetapi juga berupaya 

menangkap dinamika empiris yang berkembang di masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, 

melalui analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus 

kekerasan psikis di luar pernikahan.  

b) Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang berguna bagi berbagai pihak, antara lain: 

1) Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pembuat 

kebijakan, maupun lembaga layanan masyarakat dalam 

menangani kasus kekerasan psikis di luar pernikahan dan men-

erapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual.  

2) Mampu menghadirkan rekomendasi konkret mengenai strategi 

penegakan hukum yang lebih berperspektif korban, mekanisme 

pembuktian yang sesuai dengan karakter kekerasan psikis, serta 
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langkah-langkah perbaikan sistem hukum agar lebih adaptif 

terhadap kebutuhan perlindungan korban.  

3) Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan psi-

kis bukan sekadar persoalan privat, melainkan bentuk pelang-

garan hukum serius yang harus ditangani melalui instrumen 

hukum pidana. 

E. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan 

penjelasan mengenai batasan istilah, konsep pokok, serta perangkat analisis yang 

digunakan sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan terhindar dari 

kerancuan makna. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban hukum 

yang harus dipenuhi oleh seseorang atas perbuatan pidana yang 

dilakukannya, sehingga pelaku diwajibkan menanggung konsekuensi 

hukum berupa sanksi pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban 

pidana adalah kondisi psikologis dan kemampuan mental yang mencakup 

tiga aspek, yaitu: (1) kemampuan memahami makna serta dampak nyata 

dari perbuatan sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut 

bertentangan dengan norma dan ketertiban masyarakat, serta (3) 

kemampuan untuk menentukan kemauan dalam bertindak.11 

 
11 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 1st ed. (Tangerang Selatan: 

PT Nusantara Persada Utama, 2017). 
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2. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan perasaan 

takut, menurunnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan mental yang 

mendalam pada individu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kekerasan psikis 

merupakan salah satu bentuk tindak pidana seksual yang dapat berdiri 

sendiri ataupun menyertai bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan psikis 

memiliki karakteristik berbeda dari kekerasan fisik karena tidak 

menimbulkan luka secara nyata pada tubuh, melainkan tercermin dalam 

bentuk tekanan batin, rasa takut, hilangnya harga diri, serta gangguan pada 

kesehatan mental.12 

3. Hubungan Di Luar Pernikahan 

Hubungan di luar pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan 

perempuan, maupun pasangan lainnya, yang tidak terikat dalam per-

nikahan sah menurut hukum negara maupun agama. Hubungan semacam 

ini tidak memperoleh perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

karena subjek hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut terbatas 

pada lingkup rumah tangga. Dengan demikian, berbagai bentuk kekerasan 

yang muncul dalam hubungan di luar pernikahan hanya dapat dijerat 

melalui ketentuan hukum pidana umum atau melalui instrumen hukum 

 
12 Ratna Batara Munti, Potret Kekerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Bunga Rampai 

(Jakarta: LBH APIK, 2019), hlm. 55. 
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khusus lain, salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (UU TPKS). 

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori 

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena secara langsung 

merusak kehormatan, martabat, serta kebebasan individu sebagai subjek 

hukum.13 Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, 

tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan tekanan sosial yang men-

dalam bagi korban. Trauma yang dialami sering kali bersifat jangka pan-

jang dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, baik 

secara emosional, sosial, maupun fungsional.  

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 
Tabel 1.2 Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

No 
Judul Jurnal Tahun Permasalahan Hasil Penelitian 

1. 
Analisis Yuridis 
Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual 
Non-Fisik - Muh Hi-
dayat Tullah 

2023 Belum 
optimalnya 
penerapan Pasal 
5 UU TPKS 
terkait 
kekerasan 
seksual non-
fisik karena 
kendala 
normatif dan 
praktis di 
lapangan. 

Meskipun UU 
TPKS sudah 
mengatur kekerasan 
seksual non-fisik, 
belum ada kasus 
nyata yang diproses. 
Hambatan muncul 
karena minimnya 
laporan, kelemahan 
norma pasal, 
kesulitan 
pembuktian, serta 
aspek psikologis 
korban. 

 
13 Komnas Perempuan, Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(Jakarta: Komnas Perempuan, 2022). 
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2. 
Sanksi Pidana 
terhadap Pelecehan 
Seksual Nonfisik 
dalam Undang-Un-
dang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual - 
Jurnal Lex Privatum 

2023 Kurangnya 
pemahaman dan 
penegakan 
hukum terhadap 
pelecehan 
seksual non-
fisik sebagai 
bentuk 
kekerasan 
seksual. 
 

Membahas 
bagaimana Pasal 4 
ayat (1) UU TPKS 
menegaskan 
pelecehan non-fisik 
sebagai bentuk 
kekerasan seksual. 
Penelitian ini 
menyoroti 
konsekuensi hukum 
serta urgensi 
implementasi sanksi 
pidana bagi pelaku. 

3. 
Kekerasan dalam 
Pacaran yang Di-
alami Perempuan: 
Sebuah Kajian Em-
piris - MKA Tisyara 
dkk. 

2022 Fenomena 
kekerasan psikis 
dalam 
hubungan 
pacaran yang 
sulit dihentikan 
akibat faktor 
sosial dan 
emosional. 
 

Korban sering tetap 
bertahan dalam 
hubungan penuh 
kekerasan psikis 
karena 
ketergantungan 
emosional, stigma 
sosial, serta 
minimnya akses 
terhadap 
perlindungan 
hukum dan 
psikologis. 

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas, perbedaan mendasar antara 

penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

1. Penelitian oleh Muh Hidayat Tullah (2023), melalui karyanya Analisis 

Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik menguraikan bahwa 

meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan 

non-fisik, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. 

Hambatan tersebut antara lain berupa minimnya laporan, kelemahan 

norma pasal, serta kesulitan pembuktian terhadap akibat psikologis 
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korban.14 Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma 

hukum dengan realitas, namun cakupannya masih bersifat umum dan 

belum menyoroti hubungan di luar pernikahan sebagai locus delicti. Se-

dangkan, penelitian saya lebih spesifik: kekerasan psikis di luar per-

nikahan, dengan analisis pertanggungjawaban pelaku. 

2. Penelitian oleh MKA Tisyara dkk. (2022) menegaskan bahwa banyak 

korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan psikis ka-

rena adanya ketergantungan emosional, stigma sosial, serta keterbatasan 

akses terhadap perlindungan hukum.15 Kajian ini penting karena 

memperlihatkan dinamika korban dari perspektif psikologis dan 

sosiologis: korban sering tidak mampu keluar dari hubungan berisiko 

meskipun mengalami penderitaan berulang. Namun, penelitian tersebut 

lebih menekankan pada aspek perilaku korban dan hambatan sosial-

budaya tanpa secara mendalam mengkaji pertanggungjawaban pidana 

pelaku. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan analisis 

yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku menurut Undang-Undang Tin-

dak Pidana Kekerasan Seksual, bukan hanya faktor korban. 

3. Penelitian Jurnal oleh Lex Privatum (2023) menekankan analisis normatif 

terkait pelecehan seksual non-fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana 

yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

 
14 Muh Hidayat Tullah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik,” 

2023, hlm. 45-47. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7352/2023 
MUH HIDAYAT TULLAH 4519060029 OL45.pdf?isAllowed=y&sequence=3. 

15 M K A Tisyara and others, “Kekerasan Dalam Pacaran Yang Dialami Perempuan: 
Sebuah Kajian Empiris,” Psikobuletin UIN Suska Riau Vol. 5, no. 1 (2022): hlm. 33–36. 
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Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelecehan non-fisik merupakan 

delik yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 

(1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual.16 Namun demikian, penelitian ini hanya membatasi diri pada satu 

bentuk kekerasan non-fisik, yaitu pelecehan seksual, tanpa menelaah lebih 

jauh aspek kekerasan psikis yang bersifat berulang dalam konteks 

hubungan personal di luar pernikahan. Sedangkan penelitian saya lebih 

luas, menganalisis kekerasan psikis dan pertanggungjawaban pidana 

pelaku dalam hubungan di luar pernikahan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dievaluasi bahwa penelitian terdahulu 

telah memberikan pemahaman penting mengenai dinamika kekerasan psikis. 

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. 

Pertama, sebagian besar berfokus pada aspek psikologis dan sosial korban tanpa 

menelaah secara mendalam pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, penelitian 

normatif yang ada cenderung membatasi diri pada kerangka UU PKDRT atau hanya 

pada salah satu bentuk kekerasan non-fisik, sehingga belum sepenuhnya relevan 

untuk kasus kekerasan psikis di luar pernikahan. Ketiga, studi yang mengkaji 

implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih bersifat 

awal dan belum secara spesifik menyoroti kekerasan psikis dalam konteks 

hubungan di luar pernikahan.  

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) tersebut dengan 

 
16 “Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam UU TPKS,” Jurnal Lex 

PrivatumVol.11, no. 3(2023):hlm.123- 126, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/
article/view/53776/45250. 
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mengkaji pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan 

secara komprehensif dalam perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi baru, baik dalam memperkaya wawasan akademis hukum pidana mau-

pun dalam memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan mem-

buat kebijakan untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan psikis. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan 

normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, doktrin para ahli, 

literatur hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar ikatan pernikahan. 

Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk melihat penerapan aturan tersebut 

dalam praktik, melalui pengumpulan data lapangan dari aparat penegak hukum, 

akademisi, maupun lembaga layanan masyarakat. Dengan kombinasi ini, penelitian 

diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum dengan realitas 

penerapannya. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan 

pendekatan normatif-empiris. Bagian normatif berfokus pada analisis 

terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

serta ketentuan lain yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris 

bertujuan mengungkap bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam 
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praktik, termasuk tantangan yang muncul dalam pembuktian dan 

perlindungan korban kekerasan psikis. 

2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang serta memiliki 

relevansi terhadap isu yang dikaji.  

b) Data Sekunder 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

literatur yang membahas hukum pidana, viktimologi, serta 

perlindungan terhadap korban, disertai dengan berbagai karya ilmiah 

yang mengulas mengenai kekerasan psikis dan penerapan hukum 

pidana. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh sumber tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk memperkuat analisis terkait 

pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis yang terjadi di 

luar ikatan perkawinan dalam konteks sistem hukum pidana 

Indonesia. 

c) Data Tersier 

Sumber daring, antara lain:  

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi, 

seperti situs Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, serta repositori 

akademik. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode utama. 

Pertama, melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri 

berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, doktrin 

hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kedua, melalui 

wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, 

seperti aparat penegak hukum, akademisi, atau praktisi yang memiliki 

pengalaman dalam menangani kasus kekerasan psikis. 

4. Teknik Analis Data 

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data normatif 

dipelajari dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dan 

teori hukum, sementara data empiris dianalisis dengan mengaitkannya 

pada aspek normatif. Hasil kedua pendekatan tersebut kemudian 

dipadukan untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam kasus 

kekerasan psikis. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari aturan 

umum menuju penerapan khusus dalam praktik. 

H. Sistematika Penulisan 
Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penulis 

membaginya ke dalam empat bab utama. Setiap bab disusun secara berurutan 

dengan sub-bab yang berkaitan, sehingga pembahasan dapat berjalan runtut, logis 

dan mudah dipahami. 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian pendahuluan yang mencakup latar 
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belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang relevan dengan topik 

penelitian. Pembahasan mencakup konsep 

pertanggungjawaban pidana, pengertian dan bentuk 

kekerasan psikis, serta hubungan di luar pernikahan dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan isu kekerasan psikis. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis hasil penelitian. Pembahasan 

difokuskan pada pertanggungjawaban pidana pelaku 

kekerasan psikis di luar pernikahan berdasarkan Undang-Un-

dang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan menelaah 

unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta 

sanksi pidana yang dapat dikenakan. Selanjutnya, dianalisis 

pula kendala dalam penegakan hukum, baik dari aspek 

normatif, struktural, maupun kultural. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan 
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masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran diberikan 

sebagai rekomendasi praktis maupun akademis terkait 

pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis di 

luar pernikahan. 
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